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ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a butir 2 Undang-Undang Nomor 47 Tahun
2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, atas bunga atau imbalan surat berharga
negara yang diterbitkan di pasar internasional tersedia pagu anggaran untuk pembayaran Pajak
Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
butir 2 Undang-Undang 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas
Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan Di Pasar Internasional.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 24 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 110, TLN No. 4236), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.
47, TLN No. 4286), UU 19 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 70, TLN No. 4852), UU 47 Tahun 2009 (LN
Tahun 2009 No. 156, TLN No. 5075) sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 2010 (LN Tahun
2010 No. 69, TLN No. 5132), Keppres 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan berupa bunga atau imbalan surat berharga negara
yang diterbitkan di pasar internasional ditanggung oleh pemerintah. Penerbitan di pasar internasional
adalah kegiatan penawaran dan penjualan surat berharga negara dalam valuta asing di luar wilayah
Indonesia. Surat berharga negara terdiri atas surat utang negara dan surat berharga syariah. Surat
utang negara yaitu surat berharga yang merupakan surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah
maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia
sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002
tentang Surat Utang Negara. Surat berharga syariah negara atau sukuk negara yaitu surat berharga
negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap
aset surat berharga syariah negara, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
Penghasilan berupa bunga atau imbalan surat berharga negara termasuk diskonto dan premium
surat berharga negara yang diterbitkan di pasar perdana internasional. Pajak Penghasilan ditanggung
oleh pemerintah diberikan pagu anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor
47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010. Direktur Jenderal
Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, dan Direktur
Jenderal Pajak diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal
31 Desember 2010.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2011 dan diundangkan pada tanggal 17
Desember 2011.



